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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam 

suatu tindak pidana. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional 

nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya 

hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan 

nasional.1 

Beberapa perundang-undangan nasional yang didalamnya terdapat pengaturan 

tentang korban diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP),UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 

(HAM), UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  terhadap Anak, UU 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU 

P KDRT), UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perpu 

No 1Tahun 2002 Peraturan Pemerintah (PP), diantaranya PP Nomor 2 Tahun2002 

tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalamPelanggaran HAM 

Berat, PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi,Restitusi dan Rehabilitasi 

terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat, PPNomor 24 Tahun 2003 tentang Tata 

                                                             
1C. Maya Indah S.,Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi , Jakarta : 

Kharisma Putra Utama,2014, hlm., 37. 
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Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam 

Perkara Tindak PidanaTerorisme, Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 

tentang Pemberian Kompensasi,Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. 

Keberadaan beberapa peraturan seperti disebutkan di atas,mempunyai ruang 

lingkup yang sempit, karena hanya berlaku untuk kasustertentu dan tidak berlaku 

untuk semua jenis kasus, bahkan di dalam pelaksanaannya, tidak menjamin bahwa 

korban akan memperoleh haknyasesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya, 

pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi 

korban kejahatan tidak diperdulikan.2 

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang bisa dipahami dari 

berbagai  sisi yang berbeda. Itulah sebabnya dalam keseharian dapat ditangkap 

berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan 

lainnya. Suatu perbuatan agar dapat dikatakan sebagai kejahatan perlu ditetapkan 

demikian oleh penguasa dan dapat dikenakan sanksi pidana ( Punishable ).3 

Terorisme merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena 

terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional. Bukan sekedar aksi 

teror semata, namun pada kenyataannya tindak kejahatan terorisme juga melanggar 

hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, 

yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup sehingga hak 

                                                             
2 Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom.., Urgensi Perlindungan Korban 

Kejahatan Antara Norma dan Realita,  Jakarta  :PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 24. 
3Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung : PT. RefikaAditama,1986, hlm107. 
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asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Aksi terorisme dapat terjadi 

kapan pun, di mana pun dan menimpa siapa pun tanpa pandang bulu. Kerugian yang 

ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar.4Maraknya aksi teror yang terjadi 

dengan jatuhnya banyak korban telah membuktikan bahwa terorisme adalah sebuah 

kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dampak fisik yang ditimbulkan oleh 

terorisme tak jarang tidak hanya menimpa terhadap mereka yang menjadi sasaran 

tetapi juga menimpa korban yang tidak tahu menahu dan tidak terkait dengan sasaran 

yang dituju teroris. 

Di Indonesia, persoalan terorisme menjadi titik perhatian pada saat terjadi 

peledakan bom di Sari Club dan Peddy’s Club Kuta  Legian, Bali, pada tanggal 12 

Oktober 2002 yang menyebabkan Indonesia menjadi sorotan publik Internasional, 

karena mengingat mayoritas korban dari tragedi bom Bali adalah orang asing. 

Adanya peledakan tersebut menjadi indikator bahwa sebuah jaringan teror masuk ke 

dalam wilayah negara Republik Indonesia dari serangkaian teror yang ada.5

 Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme meluas, dalam tragedi 

bom Bali, bukan hanya sekedar 190 orang yang terbunuh dan 200 orang yang cedera, 

tetapi tragedi tersebut juga berdampak pada keluarga para korban  yang sekarang 

kehilangan suami, anak,istri, maupun orang tuanya. Maka, pasca kejadian tersebut 

seluruh warga Bali ikut merasakan akibatnya, karena tidak ada lagi pengunjung 

                                                             
4Miriam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,2008.,  

hlm 119. 
5Abdul Wahid,et.al,Kejahatan Terorisme Perspektif Agama,HAM,dan Hukum, Bandung : PT.                      

Refika Aditama, 2004 , hlm 2 
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restoran- restoran, serta para pelayan hotel kehilangan pekerjaannya, karena 

berkurangnya tamu yang menginap. Kenyataan pahit yang sekarang dihadapi adalah 

dibutuhkan bertahun-tahun untuk memulihkan keadaan Bali.6    

Pada tanggal 5 Agustus 2003 kembali terjadi kasus ledakan Bom yaitu di JW 

Marriot yang menewaskan 12 belas orang dan 150 orang terluka, telah diketahui 

bahwa dalam ledakan ini merupakan aksi bom bunuh diri.7  Ledakan besar kembali 

terjadi tepat di depan kantor Kedutan Besar Australia, kawasan kuningan, Jakarta 

yang terjadi pada tanggal 9 September 2004 yang meyebabkan korban jiwa sebanyak 

11 orang kasus ini menyebabkan bahwa Indonesia di cap sebagai  “ sarang” teroris.8. 

Kasus terbaru terorisme terjadi di Samarinda 2016 yaitu meledaknya bom jenis 

molotov di depan sebuah tempat ibadah di Gereja Oikumene pada 13 November 

2016, ironisnya korbannya adalah 5 orang anak yang mengalami luka bakar di 

sekujur tubuhnya dan salah seorangnya meninggal.9  Banyaknya kasus Terorisme di 

Indonesia yang sangat meresahkan, terutama masyarakat yang takut menjadi korban. 

Pada dasarnya,tindak pidana terorisme adalah kejahatan luar biasa 

(extraordinary crime). Selama ini extraordinary crime adalah pelanggaran Hak Asasi 

Manusia berat yang meliputi crime againts humanity dan genocide. Penentuan 

                                                             
6   Ibid., hlm 59 

7   Ibid.,hlm 2 
8    Ibid.,  hlm  3 
9   Rappler, 2017 “Pelempar  bom  molotov ke Gereja di Samarinda divonis penjara seumur 

hidup”,artikel dari  httpss://www. rappler.com/indonesia/183609-pelempar-bom-molotov-gereja-

samarinda-divonis-seumur-hidup. , di akses pada  tanggal  22 februari 2018, pukul 22.15. 
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pelanggaran Hak Asasi Manusia berat sebagai extraordinary crime  didasarkan pada 

kaidah Hukum Internasional yaitu Statuta Roma. 10 

Dari segi pengaturan hukum internasional terdapat tiga konvensi internasional 

yang mengatur tentang terorisme, yaitu : 

1. International Convention and Suppression of  Terorism 1937. 

( Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme ) 

2. International Convention for the Suppression of Terorist Bombing 

1997. 

(Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh 

Terorisme ) disahkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia dengan 

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 5 April 2006. 

3. International Convention for the Suppression of  Financing of 

Terorism 1999.(Konvensi Internasional tentang Pemberantasan 

Pendanaan untuk Terorisme ) disahkan oleh Pemerintah 

RepublikIndonesia dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2006 

tanggal 5 April 2006.11 

                                                             
10 Soeharto,et.al., Perlindungan HAK Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme, 

dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ,Bandung : PT. Refika Aditama,2007,hlm 3. 

11Romli Atmasasmita, Pengaturan Terorisme Dilihat dari Sudut Internasional dan Hukum Nasional., 

hlm 1-2 
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Perangkat peraturan hukum Internasional diatas bagi bangsa Indonesia sangat 

penting karena sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam pembukaan Undang – 

Undang Dasar 1945.12 Terorisme sangat berkaitan dengan HAM  karena meyangkut 

hak yang melekat pada korban salah satunya  untuk hidup dengan tenang. Hak  Asasi 

Manusia ( HAM ) adalah hak yang ada pada diri manusia secara kodrati dan 

Universal. Berfungsi menjaga intergritas keberadaan manusia sebagai karunia Tuhan 

Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun juga. Salah 

satu hak yang diturunkan dari HAM adalah hak asasi saksi dan korban tindak pidana, 

khususnya  korban tindak pidana  terorisme.13 

Sejarah mencatat perhatian terhadap Hak Asasi Manusia ( HAM ) dari masa 

kemasa terutama dari segi Yuridis formalnya semakin menuju ke arah yang lebih 

baik, namun disisi lain penegakan HAM itu sendiri diuji kepabilitasnya. Salah satu 

bentuk penghargaan HAM itu adalah terhadap hak – hak korban tindak pidana yaitu 

kompensasi dan retitusi.Semakin berkembangnya kejahatan terorisme yang timbul 

maka diperlukan penegakan hukum profesional untuk menciptakan suasana yang 

tertib dan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundangan yang 

berkaitan dengan terorisme, serta memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian 

hukum untuk mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana 

terorisme.14 

                                                             
12Soeharto, et.al, op.cit.,. hlm  5 
13   Mariam Budiarjo., op.cit., . hlm  1. 
14Ibid, hlm 2. 
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Hak Asasi Manusia korban terorisme ini harus ditegakan serta dijunjung tinggi 

keberadaannya.Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia segera membentuk Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai upaya represif dan sekaligus 

preventif, yang kemudian menjadi Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.15 

Perangkat  hukum yang mengatur tentang kejahatan yang serupa dengan 

kejahatan terorisme sebenarnya telah dirangkum oleh Kitab Undang – Undang 

Hukum Pidana ( KUHP) yaitu dalam pasal  187, yang mengatur tentang kejahatan 

yang berkenaan dengan peledakan, kebakaran dan banjir.  

Undang – undang tentang tindak pidana terorisme merupakan ketentuan khusus 

karena memuat ketentuan – ketentuan baru tidak terdapat dalam peraturan 

perundangan –undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum 

sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (  KUHP ). 

Hal – hal yang berbeda ini tentunya tidak terlepas dari kejahatan terorisme itu 

sendiri, karena kejahatan terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan 

(Crime Against Humanity) sehingga termasuk kejahatan transnasional (International 

And Transnational Organized Crime) nomor satu sebelum kejahatan narkotika dan 

perdagangan manusia ( Trafficking ). Oleh karea itulah diperlukan upaya - upaya 

                                                             
15Soeharto, et.al., op. cit , hlm 10-11. 



8 
 

 
 

yang berbeda dalam hal menangulanginya dari tindak pidana biasa ( Conventional 

Crime ).16 

Secara Yuridis telah diatur perlindungan terhadap saksi dan korban yang diatur 

dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban , yaitu : 

Pasal 5 ayat ( 1 ) Seorang saksi dan korban berhak : 

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta 

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang 

akan, sedang, atau telah diberikanya; 

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan 

dukungan keamanan; 

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan ; 

d. Mendapat penerjemah; 

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

f. Mendapatkan informasi dari perkembangan kasus; 

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 

h. Mengatahui dalam hal terpidana dibebaskan; 

i. Mendapat identitas baru; 

j. mendapatkan tempat kediaman baru; 

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi 

l. Mendapat nasihat hukum;dan / atau 

m.  Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir. 17 

 

Sangat sedikit sekali terorisme ditinjau dari perspektif korban. Kalaupun ada, 

hanya terkait dengan kisah-kisah mengenai korban suatu tindakan yang 

dikategorikan teror, dan pada umumnya digambarkan melalui data statistik jumlah 

korban, atau kisah - kisah tragedi kemanusiaan pada saat terjadi aksi teror. Apabila 

                                                             
16Ibid, hal 14 
17Ibid., hal 25  
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ditinjau dari perspektif pemberitaan media massa tentang pernyataan dan upaya-

upaya pemerintah dan peran serta masyarakat dalam rangka menyikapi terorisme. 

maka kesan yang diperoleh adalah fokus pemberitaan yang didominasi pada 

pengungkapan perkara yang bertujuan untuk mengetahui siapa pelaku lapangan, dan 

pelaku yang menjadi dalang (aktor) terjadinya terorisme.18 

 Sementara itu, pada bagian yang lain, yaitu tentang korban terorisme, hanya 

dibahas secara terbatas dan tidak berkelanjutan. Pengungkapan perkara terorisme 

memang lebih mendapatkan perhatian daripada upaya-upaya untuk menangani 

korban terorisme itu sendiri. Dari berbagai penyebab sehingga timbulnya kenyataan 

seperti tersebut di atas, diantaranya adalah karena adanya pendapat bahwa peran 

korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan adalah semata-mata sebagai 

penderita. Sehingga terkadang hak–hak korban kejahatan terabaikan sebagai akibat 

suatu kelalaian atau ketidakmampuan negara.19 

Pembahasan tentang korban terorisme merupakan salah satu dimensi dari 

berbagai persoalan tentang terorisme. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara 

mengungkapkan, bahwa begitu banyak faktor yang berpengaruh di dalam suatu 

peristiwa terorisme yang menuntut perhatian sendiri-sendiri. Bila hendak diperoleh 

pemahaman yang utuh, yaitu untuk menukik ke jantung esensi terorisme yang 

terjadi, faktor-faktor itu harus ditelaah. Upaya ini tentu saja akan lebih sempurna 

                                                             
18Mompang L. Panggabean, et.al  Mengkaji Kembali Perpu Antiterorisme dalam Mengenang Perpu  

Anti Terorisme. Jakarta: Suara Muhammadiyah, Agustus ,2003, hlm. 56 
19Ibid hlm. 77  
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apabila melibatkan berbagai disiplin ilmu. Secara garis besar, studi tentang 

terorisme dalam perspektif kriminologis meliputi faktor-faktor sebagai berikut :20 

 1. Pelaku terorisme. 

 2. Motif-motif dilakukannya terorisme. 

 3. Kausa-kausa di balik motif yang mendorong munculnya terorisme. 

 4. Ruang lingkup jangkauan teror dan modus operandi. 

 5. Korban dan simbolisasi sasaran 

 6. Reaksi sosial, pemerintah dan dunia internasional. 

 7. Upaya-upaya penanggulangan terorisme.  

 8.Ketentuan hukum Pencermatan terhadap faktor-faktor tersebut akan membantu 

mempertajam analisis terhadap kejahatan yang korbannya secara langsung adalah 

rakyat tak berdosa.  

 Dalam tindak pidana teroris terdapat 2 aspek yang mengatur yaitu pencegahan 

dan pemberantasan. Dalam tindak pidana teroris ini perlu diperhatikan bagaimana 

masyarakat yang mengalami tindak kejahatan akan mendapatkan ganti rugi. Para 

korban teroris memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah, perhatian 

pemerintah dapat terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang 

memberikan perlindungan dan pemberian ganti rugi bagi para korban tindak pidana 

terorisme berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. 

                                                             
20Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, Tegakan Hukum Gunakan Hukum. Jakarta, Kompas, 2001 
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 Dalam prakteknya di Indonesia pemberian kompensasi sangatlah sulit di 

dapatkan karena banyak ketidaktahuan masyarakat untuk mendapatkan kompensasi 

serta secara yuridis dalam amar putusan pengadilan tidak pernah disebutkan jumlah 

kerugian yang di derita korban mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitas, 

seperti yang  telah disebutkan dalam Pasal 36  Undang – Undang Nomor 15 Tahun 

2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana mengenai kompensasi, restitusi dan 

rehabilitasi. 21 

Dari kasus terorisme yang terjadi di Indonesia mulai dari Sari Club dan Peddy’s 

Club Kuta Legian Bali, bom di JW Marriot, ledakan bom di Kedutaan Besar 

Australia di Indonesia pemerintah Indonesia belum pernah memberikan sepeser pun 

hak korban tindak pidana terorisme yang berupa kompensasi. Pada tanggal 25 

September 2017, Ketua Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan kompensasi 

korban bom di Gereja Oikumene, Samarinda untuk pertama kalinya Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan kompensasi dari negara 

kepada tujuh korban tindak pidana terorisme kasus bom molotov Geraja Samarinda 

yang pada awalnya dari tuntutan jaksa sebesar Rp. 1. 4000.000.000 tetapi yang 

dikabulkan dipengadilan  sebesar  Rp 237.870.000 22 

                                                             
21Soeharto, et.al., Op.cit ,hlm  130). 

22Tribun news, 2017, “ Kompensasi Samarinda Dikabulkan, LPSK Minta Putusan Ini Jadi 

Rujukan,artikel dari Tribunews.com diakses dari 

https//www.google.co.id/amp/m.tribunews.com/amp/nasional/2017/09/25/ kompensasi-korban-

terorisme-samarinda-dikabulkan-lpsk-minta-putusan-ini-jadi-rujuhkan, diakses  pada tanggal 22 

Februari  2018, pukul 22.19. 



12 
 

 
 

 Hal ini membuktikan bahwa kepentingan individu korban kejahatan menjadi 

diabaikan dalam sistem peradilan pidana, baik dari sisi kerugian (materi, harkat dan 

martabat)  maupun aspirasinya . Perhatian terhadap hak-hak korban terorisme di 

Indonesia, secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme.23 

 Sebagaimana yang telah dituangkan pada Pasal 36, 38,39 sampai Pasal 42 

secara khusus hak-hak korban terorisme yang terkait dengan pemulihan dan 

reparasi, diatur dalam Pasal 36, yang menyatakan bahwa : 

 

(1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak 

mendapatkan kompensasi atau restitusi. 

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya 

dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah. 

(3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian 

yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. 

 

Pasal 38 berisi : 

 

(1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri 

Keungan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri. 

(2) Pengajuan restitusi oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak 

ketiga berdasarkan amar putusan. 

(3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan 

Hak Asasi Manusia. 
 

 

 

 

 

                                                             
23Muhammad Mustofa.,Metode Penelitian Kriminologi. Jakarta,:FISIP UI Press, 2005, hlm. 15 
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Pasal 39 berbunyi : 

 “ Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan 

pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi 

dan/ atau restitusi paling lambat 60 ( enam puluh ) hari kerja terhitung sejak 

penerimaan permohonan.  

Pasal  40  menyebutkan bahwa : 

(1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri 

Keuangan, pelaku atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus 

perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, 

restitusi dan/atau rehabilitasi tersebut. 

(2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan/atau 

rehabilitasi  sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban 

atau ahli warisnya. 

(3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1),  Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan 

pengumuman pengadilan yang bersangkutan. 

 

Pasal 41 menyatakan  bahwa : 

(1) Dalam pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi 

kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada 

pengadilan. 

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) segera memerintahkan 

Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan 

putusantersebut paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari kerja terhitung sejak 

tanggal perintah tersebut diterima.dan yang terakhir Pasal 42 berbunyi : 

 

“ Dalam  hal pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi dapat dilakukan 

secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan 

dilaporkan kepada pengadilan. 

 Kompensasi bersifat keperdataan yang mana timbul dari permintaan korban 

dan dibayar oleh masyarakat dan merupakan bentuk pertanggungjawaban 

masyarakat negara. Dari sekian kasus terorime di Indonesia untuk pertama kalinya 
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Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK ) menyerahkan kompensasi dari 

negara kepada tujuh korban tindak pidana terorisme kasus bom molotov Geraja 

Samarinda sebesar  Rp 237.870.000.24 

 Padahal seharusnya salah satu hak korban yang diatur dalam Undang – 

Undang tindak pidana terorisme yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi atas 

penderitaannya dan bagi yang meninggal dunia hak kompensasi untuk ahli warisnya 

yang akan ditanggung oleh negara. 

 Walaupun untuk memperolehkompensasi dan restitusi diatur dalam  Undang – 

Undang Pemberantasan Terorisme dalam Pasal 36, 38, dan 39 sampai Pasal 42 

tetapi dalam prakteknya tersebut, pelaksanaan tentang kompensasi di Indonesia, 

masih perlu diamati dan dikaji lebih dalam lagi, mengingat masih adanya kesan 

keraguan untuk menerapkan hak reparasi secara tegas bagi para korban terorisme 

(hak-hak korban terorisme masih sangat tergantung kepada putusan pengadilan yang 

tetap/amar putusan).25Masyarakat kurang memperoleh pengetahuan tentang hak 

yang diberikan berupa kompensasi untuk korban terorisme dan kurangnya perhatian 

pemerintah dalam menangangi kasus pemberian hak korban khusus nya 

kompensasi. 

                                                             
24Tribun news, 2017, “ Kompensasi Samarinda Dikabulkan, LPSK Minta Putusan Ini Jadi 

Rujukan,artikel dari Tribunews.com diakses dari 

https//www.google.co.id/amp/m.tribunews.com/amp/nasional/2017/09/25/ kompensasi-korban-

terorisme-samarinda-dikabulkan-lpsk-minta-putusan-ini-jadi-rujukan, diakses  pada tanggal 22 

Februari  2018, pukul 22.19. 
25Sudarto, Op.cit., hlm 109 
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 Berdasarkan latar belakang penulis tersebut di atas, maka penulis mengangkat 

masalah  tentang pelaksanaan kewajiban negara kepada hak kompensasi korban 

terorisme dan faktor penghambat korban dari tindak pidana terorisme untuk 

mendapatkan hak kompensasi ke dalam skripsi korban yang berjudul “ 

PERLINDUNGAN HAK ASASI  MANUSIA KORBAN TINDAK PIDANA 

TERORISME UNTUK MENDAPATKAN KOMPENSASI” 

 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis memfokuskan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1.Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban negara terhadap pemberian 

kompensasi korban tindak pidana terorismedi Indonesia ? 

2.  Apakah  faktor – faktor yang menghambat korban tindak pidana 

terorisme mendapatkan kompensasi ? 

C. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan dari judul skripsi, penulisan ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan kewajiban negara 

terhadap pemberian kompensasi korban tindak pidana terorisme di 

Indonesia. 
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2. Mengetahui dan menganalisis faktor - faktor yang menghambat korban 

tindak pidana terorisme sulit mendapatkan kompensasi. 

D. Manfaat Penelitian. 

Manfaat penulisan ini , yaitu : 

a. Manfaat Teoritis, penulisan ini diharapkan memiliki manfaat untuk 

menambah pengetahuan yang lebih luas untuk  pembaca dan memberikan 

wawasan yang lebih mengenai hukum pidana khususnya terhadap korban 

terorisme. Serta diharapkan dapat lebihmenelaah sikap negara terhadap 

hak kompensasi korban terorisme di Indonesia. 

b. Manfaat Praktis, penulisan ini diharapkan untuk aparat pemerintah, agar 

lebih tegas lagi melaksanakan kewajibannya terhadap korban tindak 

pidana khususnya korban terorisme. Untuk korban agar bisa  

mengetahuicara mendapatkan kompensasi, dan hak yang seharusnya 

didapat 

E. Kerangka Teori. 

1.  Teori Perlindungan Hukum. 

Teori Perlindungan Hukum ini merupakan teori yang mengkaji tentang 

perlindungan hukum yang wajib dipenuhi khususnya korban tindak pidana, karena 

menyangkut hak seseorang.Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Pasal 1 ayat 6 adalah segala upaya 
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pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban 

yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau 

lembaga lainya sesuai dengan ketentuan.26 

Fitzgerald mengatakan bahwa ’’teori pelindungan hukum Salmond bahwa 

hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan 

dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap 

kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai 

kepentingan di lain pihak’’.Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan 

kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan 

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.27 

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan sangat penting karena masyarakat 

baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan pelaku 

kejahatan, pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan 

terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif 

maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata 

lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep 

dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan 

kedamaian.28 

                                                             
26Mardenis,Pemberantasan Terorisme, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 9 
27Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum,  Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.54 
28Oktarinaz Maulidi 2013http, ”Pembaharuan Hukum “ diakses dari ://pembaharuan-

hukum.blogspot.com/2008/12/olehoktarinaz-maulidi-bab-i.htm diakses pada tanggal 5 April  pukul 

20.15  
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2. Teori Perlindungan Korban. 

Istilah ini yang dikenal dengan victimologyyaitu perkembangan dari 

kriminologi yang tidak bisa dipisahkan sebagai bagian integral dari kriminologi.29 

Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian yang 

merupakan akibat dari suatu kejahatan atau rasa keadilannya secara langsung telah 

terganggu akibat pengalamannya sebagai target ( sasaran ) tindak kejahatan.30.  

a. Jenis  Jenis Korban. 

Berkembangnya teori viktimologi bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih 

memperhatikan posisi korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis 

korban, yaitu sebagai berikut  : 

a. nonparticipating victims, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap 

upaya penanggulangan kejahatan. 

b. latent victims, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu 

sehingga cenderung menjadi korban. 

c. procative victims, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan 

terjadinya kejahatan. 

d. participating victims, yaitu mereka yang dengan perilakunya 

memudahkan dirinya menjadi korban. 

                                                             
29Abdussalam, Kriminologi , Jakarta :Restu Agung ,2007, hlm.147. 
30Rena Yulia,Victomology PerlindunganHukum Terhadap Korban Kejahatan,  Yogyakarta: Graha 

Ilmu,2010, hlm.51 
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e. False victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan 

yang dibuatnya sendiri.31 

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi yaitu penderitaan, baik secara fisik maupun 

psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Paradigma vitimasi 

meliputi :32 

a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, 

perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar 

fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;  

b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara 

pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang 

merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;  

c.  Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri 

dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;  

d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, 

alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;  

e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek 

peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi 

                                                             
31C. Maya Indah S.,Op.cit. hlm.37 
32Ibid., hlm.23 
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diskriminasi perundangundangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi 

kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya. 

3. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia. 

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan 

manusia, kodrati dan alami sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak Asasi 

adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan 

dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat.33 

Hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir dalam 

kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 

hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia. 

Perlindungan Hak Asasi Manusia harus tegas diterapkan. Ada beberapa teori 

yang penting dan relevan dengan persoalan HAM, antara lain, yaitu: teori hak-hak 

kodrati (natural rights theory), teori positivisme (positivist theory) dan teori 

relativisme budaya (cultural relativist theory). 

a. Teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua 

orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan 

                                                             
33 Miriam Budiarjo.,Op.cit . hlm 120. 
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sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, 

kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. 

Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari 

suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan 

alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari 

manusia.34 

b. Teori positivisme. Menurut positivisme suatu hak mestilah berasal dari 

sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau 

konstitusi yang dibuat oleh negara. Dengan perkataan lain, jika 

pendukung hak-hak kodrati menurunkan gagasan mereka tentang hak 

itu dari Tuhan, nalar atau pengandaian moral yang a priori, kaum 

positivis berpendapat bahwa eksistensi hak hanya dapat diturunkan dari 

hukum negara.35 

c. Teori Relativisme Budaya. Menurut para penganut teori ini , tidak ada 

suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak 

kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh 

individu sebagai manusia. Manusia selalu merupakan produk dari 

beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan 

peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi 

                                                             
34Todung Mulya Lubis, In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New 

Order,  Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 15-16. 
35Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional, 

Jakarta: Grafiti, 2000, hlm. 2. 
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manusia. Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia 

setiap saat dan di semua tempat merupakan hak-hak yang menjadikan 

manusia terlepas secara sosial (desocialized) dan budaya 

(deculturized).36 

4. Teori Kompensasi. 

Menurut kamus hukum kompensasi yaitu; 37 

1. Pemberian ganti rugi;  

2. Pemberesan piutang dengan memberikan barang – barang yang seharga 

dengan utangnya;  

3. Pencarian kepuasan dalam masalah tertentu untuk memperoleh 

keseimbangan dari kekecewaan dalam masalah lain; 

4. Imbalan berupa uang atau selain uang atau (natura), yang diberikan kepada 

karyawan dalam perusahaan atau organisasi. 

Penggunaan kata kompensasi ini lebih banyak di artikan sebagai ganti rugi, 

khususnya ganti rugi terhadap korban oleh negara. Kompensasi,  berkaitan erat 

dengan restitusi  dan rehabilitasi, dalam UU No. 26 Tahun 2000 diatur dalam pasal 35 

yang terdiri dari 3 ayat yaitu : 

(1) Bahwa setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau ahli warisnya 

dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. 

                                                             
36Todung Mulya Lubis., op.cit., hlm. 18-19. 
37Surdarsono,Kamus Hukum., Jakarta : PT. Rineka Cetak.Jakarta.2005,.hal 225 
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(2) Bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. 

(3) menjelaskan bahwa ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi 

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 35 memberikan penjelasan 

tentang maksud dari kompensasi. Kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang 

diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian 

sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. 38 

F. Ruang Lingkup. 

 Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini yaitu dibatasi dengan Tingkat 

perhatian dan pelayanan negara terhadap pemberian kompensasi korban tindak pidana 

terorisme di Indonesia dan apa yang menjadi faktor penghambat pemberian 

kompensasi korban tindak pidana terorisme. Hal ini dikarenakan agar skripsi ini 

terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas 

G. Medote Penelitian. 

1. Jenis Penelitian. 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menerapkan metode penelitian normatif, 

atau penelitan hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang  dilakukan melalui cara 

meneliti bahan pustaka atau bahan hukum. 

2. Pendekatan Penelitian. 

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu:  

                                                             
38Lembaga Studi dan Advokasi  Masyarakat ELSAM.2006. HAK-HAK YANG DILUPAKAN 

Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM Berat Pada pengadilan HAM. 

artikel dari https://lama.elsam.or.id/downloads/900349_06._ProgRep6_Tanjung_Priok_-

_Hak2_yang_dilupakan.pdf. diakses  pada tanggal 13 Maret 2018 pukul. 13.15. 
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a. Pendekatan Perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah 

semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani.39 

b. Pendekatan Kasus yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah 

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang 

telah menjadi putusan pengadilan.bahan lainya yang tentunya 

berhubungandengan masalah yang sedang diteliti. 

c. Pendekatan Koseptual. yaitu pendekatan yang berasal dari pandangan 

dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini 

menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk 

membangun argumentasi hokum ketika menyelesaikan isu yang 

dihadapi.40 

3. Bahan Hukum. 

Bahan Hukum yang digunakan  dalam penyusunan skripsi ini adalah Bahan 

hukum yang mencakup buku- buku, dokumen dokumen resmi dan hasil – hasil 

penelitian yang berupa laporan dan sebagainya. Bahan Hukum sebagai berikut : 

a. Bahan hukum Primer, yaitu segala dokumen dan peraturan yang mengikat  

dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang yaitu,  

                                                             
39Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , hlm. 93. 

 
40Ibid, hlm. 94 
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1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, , yang 

kemudian menjadi Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

2. Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

3. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

4. Undang – Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak 

Asasi Manusia. 

5. Undang – Undang  No. 11 Tahun 2005  Tentang Pengesahan 

Konvenenan Internasional Tentang Hak –Hak Ekonomi, Sosial Dan 

Budaya. 

b. Bahan hukum Sekunder, segala dokumen yang merupakan informasi atau 

hasil kajian tentang hak kompensasi korban terorisme, seperti buku, 

majalah, dan berbagai situs internet yang berkenaan dengan penulisan 

skripsi ini. 

c. Bahan hukum Tersier, segala dokumen yang berisi konsep dan keterangan 

yang mencakup  bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yaitu, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia serta artikel – artikel yang berkenaan 

dengan permasalahan yang akam dibahas pada skripsi ini. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum. 

Penulisan skripsi ini menggunakan metode Library Research ( penelitian 

kepustakaan ) yaitu, melakukan penelitian dengan berbagai macam bacaan, yaitu ;  

peraturan perundang – undangan, buku – buku, internet, dan pendapat sarjana dan 

bahan lain yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum. 

Teknik yang digunakan dalam analisis bahan hukum penulisan skripsi ini 

adalah dengan cara kualitatif, yakni menganalisis, data sekunder tanpa menggunkan 

statistik untuk menjawab permasalahan dalam dalam skripsi ini. 

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan. 

Dalam perumusan masalah, penulis menggunakan teknik pengambilan 

kesimpulan yang bersifat deduktif yaitu merumuskan gagasan – gagasan umum yang 

dilandaskan dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga dari berbagai data, fakta dan 

gagasan tersebut dapat dijadikan kesimpulan yang bersifat khusus.  

H. Sistematika Penulisan. 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dari dalam beberapa bab dimana 

masing – masing bab diuraikan permasalahanya secara tersendiri namun dalam 

konteks yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Secara sistematis penulis 

menempatkan materi pembahasan, keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab, yaitu : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Teknik 

Pengambilan Kesimpulan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Meliputi tinjauan umum yang menguraikan tentang teori yang terkait dengan 

Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia serta Perlindungan Hak Asasi 

Manusia Korban Tindak Pidana Terorisme. 

BAB III : PEMBAHASAN 

 Meliputi pembahasan dan penjelasan hal hal yang menjadi fokus rumusan 

masalah yaitu, pelaksanaan kewajiban negara terhadap pemberian kompensasi korban 

terorisme di Indonesia serta faktor penghambat korban tindak pidana terorisme untuk 

mendaptkan kompensasi. 

BAB IV : PENUTUP 

 Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan 

pada penulisan skripsi ini. 
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